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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan 

tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada 

perbedaan pandangan serta dinamika politik yang muncul seiring penerapan dua sistem 

tersebut dalam sejarah pemilu Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam menjaga nilai 

nilai demokrasi serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Penelitian 

ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

historis, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

proporsional terbuka meningkatkan partisipasi publik namun rentan terhadap biaya 

politik tinggi dan korupsi, sedangkan sistem tertutup lebih efektif dalam menjaga 

kaderisasi partai namun dapat menurunkan partisipasi pemilih. Kesimpulannya, tidak 

ada sistem yang sepenuhnya ideal, namun kombinasi aspek terbaik dari keduanya dapat 

menjadi alternatif. Disarankan agar pembuat kebijakan mengevaluasi sistem pemilu 

secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi substantif.  

Kata Kunci: Demokrasi, Indonesia, Proporsional Terbuka, Proporsional Tertutup. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada 

kepentingan seluruh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat atau 

dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih lewat 

sarana pemilihan umum (Pemilu).
1
 Dalam hal ini, demokrasi yang merupakan 

sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip kekuasaan rakyat, yang 

dimana kedaulatan rakyat sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu pada Pasal 1 ayat (2) secara 

tersirat mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk 

rakyat.
2
 

Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam dua tahap utama 

yaitu sebelum dan setelah reformasi. Pada era Demokrasi Terpimpin, sistem 

politik ditandai oleh dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai 

politik, meningkatnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI dalam 

politik. Praktik demokrasi mengalami distorsi, salah satunya melalui Dekrit 

Presiden pada 5 Juli yang merupakan upaya mengatasi kemacetan politik di 

konstituante. Pembatasan masa jabatan presiden yang ditetapkan UUD 1945 

                                                 
1
 Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Solusi, 18(2), 251-264. 

 



2 

 

 

 

juga diabaikan dengan ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan Ir. 

Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Banyak penyimpangan terjadi, seperti 

intervensi presiden dalam bidang yudikatif melalui UU No. 19/1964 dan 

tindakan politik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan 

Peraturan Presiden No. 14/1960. Demokrasi terpimpin Soekarno lebih bersifat 

otoriter dan tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yang akhirnya berakhir 

dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).
3
 

Pada periode 1965-1998, di bawah Orde Baru, periode pemerintahan ini 

muncul setelah kegagalan G30S PKI, dengan landasan formil berupa Pancasila, 

UUD 1945, dan ketetapan MPRS. Semangat utamanya adalah memulihkan 

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni 

dan konsekuen. Tindakan korektif dilakukan untuk mengatasi penyelewengan 

selama Demokrasi Terpimpin, termasuk pembatalan ketetapan MPRS No. 

III/1963 yang menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan 

pengembalian masa jabatan presiden menjadi lima tahun. Pada periode ini, 

praktik demokrasi mengacu pada nilai-nilai Pancasila, dengan penekanan pada 

kedaulatan rakyat dan hak politik yang setara bagi semua warga negara. Namun, 

dalam praktiknya, Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru hanya sebatas 

                                                 
3
 Op. Cit, Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. Solusi, 18(2), 

hlm. 255 
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retorika, tanpa memberikan ruang yang memadai untuk kehidupan demokrasi 

yang sesungguhnya.
4
 

Adapun prinsip-prinsip demokrasi sendiri meliputi kesetaraan politik, di 

mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam 

proses politik dan pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi memastikan 

hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilu yang dilakukan 

secara periodik, serta melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, 

berpendapat, berkumpul, dan beragama.
5
 Prinsip lainnya adalah pemisahan 

kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi juga menjamin kebebasan media sebagai 

alat penting dalam menyampaikan informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, 

dan mempengaruhi opini publik.
6
 

Demokrasi merupakan implementasi dari pancasila, yang di mana di sila 

ke-empat berbunyi “Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan rakyat”, dalam pemaknaannya yang di mana kekuasaan 

politik berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, keputusan politik dibuat melalui 

pemilu. Dibawah naungan demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan 

pemimpin mereka. Hal ini diperkuat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana 

                                                 
4
 Ibid 

5
 Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan 

Demokrasi di Indonesia. Advances In Social Humanities Research, 1(5), 627-635. 
6
 Ibid 
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mewujudkan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan untuk memilih anggota 

DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu harus dilaksanakan dengan 

kualitas tinggi melalui partisipasi rakyat, berdasarkan asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, pemilu harus menjamin prinsip 

keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi dalam memilih anggota lembaga 

perwakilan.
7
 Sistem demokratis tidak sebatas mekanisme pelaksanaan pemilu, 

namun juga mencakup jaminan bahwa para pemimpin terpilih mempunyai 

kompetensi dan rekam jejak yang memadai untuk mengelola pemerintahan 

secara efektif. Pelemahan kriteria ini mengandung bahaya terpilihnya kandidat 

tanpa pengalaman memadai, yang dapat mengancam efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan.
8
 

Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan selama berbagai dekade sebagai 

bagian dari upaya pemerintah untuk menerapkan sila keempat dari Pancasila. 

Dengan semakin banyaknya pengalaman yang diperoleh, pemerintah dapat 

mempertahankan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Setiap pemilu yang 

diadakan terus mengalami perubahan yang semakin mendekati kriteria 

demokrasi ideal, menjadikan pelaksanaan pemilu sebagai indikator keberhasilan 

                                                 
7
 Fatiha, A. S., & Santosa, W. (2022). Pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan 

demokrasi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, 1(3), 345-352. 
8
 Pratama, A. D., Flambonita, S., RS, I. R., Rasyid, M., & Putri, T. Y. (2024). Towards A 

Juristocratic State: A Critical Analysis Of The Constitutional Court Decision No 90/Puu-

Xxi/2023 Concerning The Age Limits Of Vice Presidential Candidates. Constitutionale, 5(2), 

115. 
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pemerintahan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Keberhasilan ini 

sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

Dalam penelitian lebih lanjut, perlu juga diperhatikan aspek pelaku 

demokrasi, terutama para calon dan partai politik yang bersaing dalam pemilu. 

Peran mereka sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu tidak 

hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara demokratis, tetapi juga 

berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian, pemilu tidak hanya menjadi sarana politik, tetapi juga alat untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.
9
 

Pemilu diakui sebagai instrumen legitimasi demokrasi dan menjadi tolak 

ukur berjalannya sistem politik yang demokratis. Melalui pemilu, kehendak 

rakyat dijadikan dasar untuk menentukan pejabat publik, baik legislatif maupun 

eksekutif. Sejak reformasi hingga pemilu 2014, tidak banyak perubahan dalam 

perkembangan pemilu di Indonesia, kecuali penurunan jumlah dan kualitas 

pemilu, serta beberapa revisi dalam sistem pemilu. Sengketa pemilu adalah 

konflik antara peserta pemilu atau antara peserta dan penyelenggara pemilu, 

yang timbul akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, 

atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal keterlibatan perempuan, DPR 

mengesahkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang 
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mengatur keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Perempuan 

harus didorong untuk berperan sebagai penyelenggara pemilu melalui pelatihan 

kepemiluan dan peningkatan keterampilan.
10

 

Jika mengulik pada bagian perkembangan sistem pemilu yang digunakan 

oleh Indoensia, menurut laman resmi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 

Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional. Sistem ini membagi kursi 

DPR berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh partai politik, sehingga 

pemilih memilih partai, bukan calon individu. Dalam sejarahnya, Indonesia telah 

menerapkan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Sistem proporsional 

tertutup digunakan pada pemilu tahun 1955, selama era Orde Baru (1971, 1977, 

1982, 1987, 1992, 1997), dan pada pemilu 1999. Sedangkan sistem proporsional 

terbuka diterapkan pada pemilu 2004, 2009, 2015, dan 2019. Berdasarkan 

keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang terbuka, sistem pemilu 

2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
11

 

Sistem proporsional, yang dikenal juga sebagai sistem perwakilan 

berimbang atau proportional representation system, memungkinkan beberapa 

kursi untuk diperebutkan dalam satu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini, 

jumlah kursi yang diperoleh partai politik di parlemen ditentukan oleh jumlah 

suara yang mereka dapatkan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, rasio 

                                                 
10

 Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. (2023). Perkembangan Pemilu di 

Indonesia. Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya, 2(2), 36-46. 
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perolehan suara partai politik secara langsung berbanding lurus dengan rasio 

kursi yang mereka dapatkan di parlemen, sehingga menciptakan representasi 

yang lebih adil berdasarkan dukungan pemilih.
12

 

Dalam sistem proporsional, pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil) 

ditentukan berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh partai politik, yang dihitung 

dengan membagi perolehan suara sah partai dengan bilangan pembagi pemilih 

(BPP). Selain itu, konsep daftar calon terbuka berarti partai politik 

mencantumkan nama-nama calon anggota DPR dan DPRD pada kertas suara, 

memungkinkan konstituen untuk memilih calon secara langsung. Hal ini 

memberikan fleksibilitas lebih kepada pemilih, karena mereka tidak hanya 

memilih partai, tetapi juga dapat menentukan siapa yang mewakili mereka di 

parlemen. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan representasi yang lebih akurat 

dan seimbang, sehingga hasil pemilu mencerminkan aspirasi masyarakat secara 

proporsional.
13

 

Sistem proporsional terbuka menyebabkan tingginya biaya politik bagi 

calon legislatif yang mencalonkan diri dalam pemilu, yang berkontribusi pada 

peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Setelah terpilih, banyak anggota 

parlemen cenderung memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan 

pribadi dan bisnis, yang berujung pada menurunnya kualitas serta kredibilitas 
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 Lubis, M. A., Lubis, A. A., & Frensh, W. (2023). Sistem Pemilihan Umum: 
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lembaga perwakilan rakyat. Mereka tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, 

melainkan lebih fokus pada kepentingan kelompok, golongan, atau bahkan 

kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dengan tingginya biaya politik dan besar 

anggaran negara untuk pemilu dengan sistem proporsional terbuka, ada 

kemungkinan bahwa pada tahun 2024 akan diterapkan sistem proporsional 

tertutup. Sistem ini dianggap lebih ekonomis, mampu mengurangi praktik politik 

uang, dan menjaga kaderisasi partai politik.
14

 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa penggunaan sistem proporsional 

tertutup berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Direktur Eksekutif 

Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah, menyatakan 

bahwa partisipasi pemilih mungkin menurun jika sistem proporsional tertutup 

diterapkan kembali, di mana pemilih hanya memilih partai. Pemilih sudah 

terbiasa dengan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan mereka untuk 

memilih calon legislatif secara langsung. Meskipun demikian, penurunan 

partisipasi ini tidak akan terlalu signifikan dan lebih banyak terjadi di kalangan 

pemilih kritis yang biasanya memilih calon legislatif yang kompeten untuk 

duduk di parlemen. Penurunan partisipasi ini bisa dipicu oleh golput, protes 

melalui suara, atau kesalahan saat mencoblos. Peneliti senior dari Network for 

Democracy dan Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, juga 

menekankan bahwa penerapan kembali sistem proporsional tertutup dapat 

                                                 
14

 Setiawan, H. B., & Hertanto, H. (2023). Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka 

Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, 

Politik, dan Humaniora, 7(2), 633-638. 
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mengurangi partisipasi pemilih, karena mereka cenderung lebih memilih calon 

legislatif daripada partai. Akibatnya, rasa kecewa bisa muncul yang mengarah 

pada golput atau kesalahan saat memilih.
15

 

Penulis mengambil judul penelitian ini dikarenakan terdapat perbedaan 

pandangan yang menimbulkan pertanyaan penting yang menyentuh inti dari 

perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana sistem 

pemilu yang diterapkan dapat mempengaruhi kualitas demokrasi secara 

keseluruhan. Salah satu isu utama yang perlu dijawab adalah bagaimana 

kelebihan serta kekurangan dari kedua sistem pemilu tersebut dan dampak apa 

yang akan ditimbulkan dari kedua sistem pemilu terhadap demokrasi di 

Indonesia. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

pembahasan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “DAMPAK SISTEM 

PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP 

TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun masalah dalam suatu penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan umum proporsional 

terbuka dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia? 

                                                 
15
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2. Bagaimana dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup 

terhadap demokrasi di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pada sistem pemilihan umum 

proporsional terbuka dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di 

Indonesia. 

2. Mengetahui dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup 

terhadap demokrasi di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat secara teoritis 

dan praktis yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum mengenai 

sistem pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi 

dan partisipasi politik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu pemilu dan demokrasi. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pemilihan umum yang 

lebih efektif dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Serta berguna untuk 
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akademisi dalam penambahan pengetahuan pada suatu kajian yang berkaitan 

dengan topik pada penelitian ini. Berguna untuk menginpirasi partai politik 

bagaimana sistem pemilihan umum bisa lebih ideal dengan peran partai 

politik di dalamnya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada kajian dampak sistem pemilihan umum 

proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam 

kajian ini, peneliti akan membahas secara menyeluruh terkait pokok 

permasalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu, kajian mengenani topik ini 

hanya melihat bagaimana dampak yang timbul dari kedua sistem pemilu serta 

apa saja kelebihan dan kekurangan dari dua sistem pemilu yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Dalam terminologi rechtsstaat atau rule of law, suatu negara 

digolongkan sebagai negara hukum ketika pelaksanaan wewenang negara 

tersebut berpijak pada kerangka hukum, bukan semata-mata pada kehendak 

penguasa.
16

 Prinsip ini mewajibkan baik aparatur negara maupun masyarakat 
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umum untuk bertindak sesuai koridor hukum dan siap 

mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis. 

Teori negara hukum klasik terbagi menjadi dua tradisi utama: 

Rechtsstaat dan Rule of Law. Rechtsstaat berkembang di Eropa kontinental 

(Jerman, Prancis, Belanda) pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap absolutisme. 

Konsep ini menekankan legalitas administratif dan prinsip wetmatigheid van 

bestuur dengan sistem peradilan administrasi terpisah. Stahl mengidentifikasi 

empat elemen Rechtsstaat: perlindungan HAM, pemisahan kekuasaan, 

pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi 

independen.
17

 Pemisahan kekuasaan berfungsi melindungi warga dari 

kesewenang-wenangan penguasa. 

Rule of Law berkembang di negara Anglo-Saxon (Inggris, Amerika) 

dengan karakteristik berbeda. menekankan supremasi hukum dan equality before 

the law sebagai prinsip utamanya. menjelaskan bahwa konstitusi dalam Rule of 

Law berakar pada common law, preseden, dan interpretasi yudisial,
18

 Rule of 

Law menggunakan peradilan umum untuk semua jenis sengketa, termasuk yang 

melibatkan pemerintah. Dicey merumuskan tiga prinsip Rule of Law: supremasi 

hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan konstitusi berbasis hak-

hak individu. Konsep negara hukum modern kini mengintegrasikan elemen-

elemen dari tradisi Rechtsstaat dan Rule of Law, dengan fokus utama pada 
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 Mandiri Hadjon, P. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina 
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perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam 

tata kelola pemerintahan. 

F.J. Stahl telah merumuskan bahwa konsep rechtsstaat memiliki empat 

unsur fundamental yang saling melengkapi, yakni adanya jaminan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia, penerapan prinsip pemisahan atau pembagian 

kekuasaan untuk mencegah pemusatan otoritas, penyelenggaraan pemerintahan 

yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, serta keberadaan peradilan 

administrasi yang berfungsi menyelesaikan perselisihan antara warga negara dan 

pemerintah. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Saxon, A.V. Dicey 

mengidentifikasi tiga elemen esensial yang menjadi pilar rule of law, yaitu 

supremasi hukum yang menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di 

atas hukum, prinsip persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan 

hukum tanpa memandang status atau jabatan, dan jaminan konstitusional 

terhadap hak-hak perorangan yang ditegakkan melalui sistem peradilan.
19

 

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, telah dikembangkan formulasi 

khas mengenai negara hukum yang dikenal dengan "Negara Hukum Pancasila". 

Model ini tidak sepenuhnya mengadopsi konsep Rechtsstaat maupun Rule of 

Law, melainkan memiliki karakteristik distingtif yang mengakar pada nilai-nilai 

Pancasila. Konsep ini menekankan pentingnya harmoni relasional antara 

aparatur pemerintahan dan warga negara, menjunjung tinggi prinsip 

keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap individu 
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dalam masyarakat, memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap dimensi 

religius dalam kehidupan bernegara, serta mengedepankan pendekatan 

musyawarah dan dialog dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai 

manifestasi dari demokrasi permusyawaratan.
20

 

Negara yang menganut konsep negara hukum memiliki beberapa 

karakteristik fundamental yang saling berhubungan dan menopang keseluruhan 

sistem. Pertama, terdapat pengakuan terhadap supremasi hukum di mana hukum 

ditempatkan sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh elemen masyarakat 

dan penyelenggara negara. Kedua, terdapat jaminan kesetaraan kedudukan bagi 

setiap warga negara dalam konteks hukum tanpa diskriminasi berdasarkan latar 

belakang apapun. Ketiga, negara memberikan perlindungan yang tegas terhadap 

hak-hak fundamental manusia sebagai manifestasi penghormatan terhadap 

martabat individu. Keempat, implementasi prinsip pembagian kekuasaan 

dilakukan untuk mencegah terjadinya pemusatan otoritas yang berpotensi 

disalahgunakan. Kelima, terdapat lembaga peradilan yang independen dan 

imparsial sebagai penjamin keadilan dan sarana penyelesaian sengketa bagi 

masyarakat maupun penyelenggara negara.
21

 Poin-poin yang disebutkan 

sebelumnya lah yang biasa disebut sebagai ciri negara hukum itu sendiri. 
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2. Teori Demokrasi Konstitusional 

Demokrasi Konstitusional merupakan situasi di mana konstitusi pada 

suatu negara berfungsi sebagai hukum tertinggi dan menjamin hak-hak 

fundamental warga negara.
22

 Dengan demikian, kekuasaan harus dijalankan 

sesuai dengan aturan hukum yang demokratis dan sejalan dengan prinsip-

prinsip demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democracy). 

Menurut Asshiddiqie, demokrasi yang berdasar hukum (constitutional 

democracy) mencakup beberapa prinsip utama, yaitu:
23

 

a. Jaminan kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman atau pluralitas. 

c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan rujukan bersama. 

d. Mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada aturan yang 

disepakati bersama. 

e. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

f. Pembatasan kekuasaan, dengan adanya mekanisme penyelesaian 

sengketa antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal. 

g. Kehadiran peradilan yang independen dan tidak memihak, di mana 

putusan peradilan memiliki kewibawaan tertinggi atas dasar keadilan 

dan kebenaran. 
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h. Pembentukan lembaga peradilan khusus yang menjamin keadilan bagi 

warga negara yang dirugikan oleh keputusan atau kebijakan pemerintah 

(pejabat administrasi negara). 

i. Mekanisme "judicial review" oleh peradilan terhadap norma-norma 

yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. 

j. Pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang 

menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. 

k. Pengakuan asas legalitas (due process of law) dalam seluruh sistem 

pemerintahan. 

Apabila mengenal bentuk demokrasi konstitusional terkhususnya di 

Indonesia, maka bentuk demokrasi konstitusional di Indonesia didasarkan 

pada Pancasila dan UUD 1945. Beberapa pilar utama dari demokrasi 

konstitusional ini adalah sebagai berikut: 
24

 

a. Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa:  

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan acuan yang paling 

utama, prinsip ini menegaskan nilai spiritual, serta ketaatan pada Tuhan, 

tanpa mempraktikkan sistem teokrasi. Prinsip ini memastikan bahwa 

pemerintahan Indonesia harus konsisten dan sejalan dengan nilai-nilai 

                                                 
24
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dasar ketuhanan, yang tercermin dalam sikap moral dan perilaku dalam 

wujud kognitif, adektif, dan psikomotrik. 

b. Demokrasi dengan Kecerdasan: 

Intinya adalah bahwa UUD 1945 serta nilai-nilai demokrasinya 

bukanlah hasil akhir yang hanya diterapkan begitu saja. Diperlukan 

kecerdasan dalam memahami dan mengimplementasikannya dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi harus dirancang dan 

dijalankan oleh semua elemen bangsa dengan pemahaman yang jelas, 

serta melibatkan rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan menilai keabsahan sistem tersebut. Kecerdasan ini 

mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, kemampuan menilai, 

memutuskan, memecahkan masalah, serta mengkomunikasikan hasilnya. 

c. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat: 

Dalam UUD 1945, demokrasi di Indonesia berlandaskan 

kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 

Hal ini konsisten dengan nilai dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. 

d. Demokrasi dengan “Rule of Law”:  

Demokrasi yang berdasarkan hukum memastikan bahwa 

kekuasaan negara harus mengandung kebenaran hukum, melindungi serta 

mengembangkan keadilan hukum, bukan menganut demokrasi yang 

anarkis. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua 

pihak. 
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e. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan:  

UUD 1945 menetapkan pembagian kekuasaan negara yang 

diberikan kepada lembaga-lembaga negara secara seimbang berdasarkan 

prinsip "checks and balances". Fungsi-fungsi tersebut diatur agar 

sederajat satu sama lain. 

f. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia:  

UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi manusia dengan 

tujuan meningkatkan martabat dan kedudukan warga negara Indonesia. 

g. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka:  

Sistem peradilan yang independen memberikan kesempatan 

kepada semua pihak untuk mendapatkan keadilan hukum yang seadil-

adilnya. 

h. Demokrasi dengan Otonomi Daerah:  

Otonomi daerah memberi wewenang kepada daerah untuk 

mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini membuka ruang bagi 

rakyat daerah untuk terlibat dalam demokrasi, seperti memilih pemimpin 

daerah dan menentukan kebijakan yang relevan. 

i. Demokrasi dengan Kemakmuran:  

UUD 1945 menekankan pembangunan negara yang berorientasi 

pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi dan kesejahteraan rakyat saling 

terkait, di mana demokrasi dapat tercapai melalui kesejahteraan. 

j. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial:  
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Demokrasi di Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan sosial 

bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, 

etnis, agama, suku, gender, atau faktor lainnya. 

Teori Demokrasi Konstitusional digunakan sebagai pisau analisis 

untuk melakukan pembahasan terhadap topik judul penelitian ini, karena 

merupakan pisau analisis yang berguna dalam menjawab rumusan 

masalah pertama dan kedua, yakni kelebihan dan kekurangan sistem 

pemilu proporsional terbuka dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai 

demokrasi di Indonesia dan dampak sistem pemilu proporsional terbuka 

dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. 

3. Teori Sistem Pemilihan Umum 

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem 

merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

membentuk suatu totalitas.
25

 Adapun menurut Lawrence M. Friedman dalam 

bukunya yang berjudul The Legal System: A Social Science Perspective, 

menyebutkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang berfungsi dengan 

batas-batas tertentu. Sistem ini dapat bersifat mekanis, organik, atau sosial. 

Sebagai contoh, Friedman menyebutkan bahwa tubuh manusia, mesin 
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pinball, dan Gereja Katolik Roma, semuanya merupakan contoh sistem.
26

 

Dengan kata lain, sistem pemilu dapat dipahami sebagai bentuk saling 

ketergantungan dan interaksi antara seluruh bagian atau komponen yang 

terlibat dalam proses pemilu. 

Pemilu sendiri merupakan metode untuk memilih wakil-wakil rakyat 

yang akan menduduki kursi di lembaga perwakilan, serta salah satu bentuk 

pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Oleh karena itu, 

pemerintahan demokratis wajib menyelenggarakan pemilu pada waktu-waktu 

yang telah ditetapkan.
27

 Dengan demikian, pemilu adalah proses memilih 

wakil-wakil rakyat untuk menduduki kursi di lembaga perwakilan. Pemilu ini 

menjadi suatu keharusan dalam sistem pemerintahan demokratis dan harus 

dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. 

Jika dilihat dari unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pemilu, ada tiga 

elemen utama. Pertama, objek pemilu, yaitu warga negara yang berpartisipasi 

dalam memilih pemimpin mereka. Kedua, sistem kepartaian atau pola 

dukungan yang berfungsi sebagai penghubung antara pemilih dan elit atau 

pejabat publik. Ketiga, sistem pemilihan (electoral system) yang mengubah 

suara menjadi kursi di parlemen atau pemerintahan. 
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Seiring dengan semakin luasnya penerimaan demokrasi di berbagai 

negara, pemilu yang dianggap sebagai cara paling demokratis untuk memilih 

pejabat publik juga semakin banyak diadopsi oleh negara-negara tersebut. 

Meskipun pemilu awalnya berasal dari barat, saat ini banyak negara di dunia 

telah menerima pemilu sebagai mekanisme pemilihan yang paling efektif.
28

 

Sistem pemilihan umum menurut Titi Anggraini, adalah cara untuk 

mengubah suara yang diperoleh oleh peserta pemilu menjadi alokasi kursi di 

legislatif atau posisi di eksekutif. Adapun sistem pemilu yang digunakan oleh 

Indonesia adalah Sistem Pemilihan Umum Proporsional, sistem ini terbagi 

menjadi dua yaitu terbuka dan tertutup. Sistem proporsional, juga dikenal 

sebagai proportional representation system atau multi-member representation, 

menawarkan beberapa kursi yang dapat diperebutkan di satu daerah 

pemilihan. Dalam sistem ini, jumlah kursi yang diperoleh partai politik di 

parlemen ditentukan oleh jumlah suara yang didapatkan di suatu wilayah 

administratif. Dengan kata lain, proporsi perolehan suara antar partai politik 

sebanding dengan proporsi kursi yang mereka peroleh di parlemen.
29

 

Sistem proporsional berarti penentuan pemenang di suatu Dapil 

didasarkan pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik, dengan cara 
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menghitung suara sah yang diperoleh partai kemudian membaginya dengan 

Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sementara itu, dalam sistem daftar calon 

terbuka, partai politik mencantumkan nama-nama calon anggota DPR dan 

DPRD pada kertas suara, sehingga para pemilih dapat memilih langsung 

calon yang mereka inginkan.
30

 

Sistem proporsional tertutup (closed-list Proportional Representation) 

adalah mekanisme pemilu di mana pemilih hanya memberikan suaranya 

untuk partai politik, tanpa memilih individu calon legislatif secara langsung. 

Suara yang diterima partai tersebut kemudian dialokasikan berdasarkan 

urutan calon dalam daftar yang telah ditentukan partai, sehingga calon dengan 

posisi teratas yang akan diutamakan untuk mendapatkan kursi. Dengan kata 

lain, keputusan mengenai siapa yang terpilih sepenuhnya berada di tangan 

partai, bukan pemilih.
31

 

Sebaliknya, sistem proporsional terbuka (open-list Proportional 

Representation) memberikan keleluasaan lebih besar kepada pemilih. Dalam 

sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga bisa secara 

langsung memilih calon anggota legislatif yang mereka dukung. Hal ini 

memberi pemilih peran yang lebih aktif dalam menentukan siapa yang akan 

mewakili mereka di parlemen, karena suara yang diberikan akan 
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memengaruhi perolehan suara individual calon, bukan hanya partainya.
32

 

Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar dalam memberikan ruang 

bagi partai politik dan pemilih dalam proses seleksi wakil rakyat, dengan 

sistem tertutup lebih mengutamakan kontrol partai dan sistem terbuka lebih 

menonjolkan pilihan pemilih. 

Teori Sistem Pemilihan Umum digunakan sebagai pisau analisis untuk 

melakukan pembahasan terhadap topik judul penelitian ini, karena merupakan 

pisau analisis yang berguna dalam menjawab rumusan masalah pertama dan 

kedua, yakni kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional terbuka 

dan tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan dampak 

sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di 

Indonesia. 

 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang dipakai penelitian 

untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas ruusan masalah yang 

diajukan. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum 

yang pada dasarnya mengkaji apa yang dikonsepkan sebagai norma atau 

kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap 

orang. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Perundang-undangan : 

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang 

meggunakan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis isu 

hukum yang diteliti yaitu pendekatan yang menelaah UUD 1945, 

Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan 

Undang-Undang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum, 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

b. Historis : 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa 

yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang 
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dihadapi.
33

 Melihat sistem pemilihan umum yang digunakan oleh 

Indonesia 

c. Konseptual : 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
34

 Dalam pendekatan ini, 

penulis mengandalkan referensi dari literatur, teori, dan pandangan ahli 

untuk merumuskan argumen atau menyelesaikan permasalahan yang 

dibahas. 

d. Analitis : 

Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istulah yang digunakan 

dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus 

mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 

Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama sang peneliti 

berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum 

yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam 

praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada 
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mengadakan studi perbandingan hukum. Ibid., hlm. 172. 



26 

 

 

 

dasarnya tugas analisis hukum adalah menganlisis pengertian hukum, 

asas hukum, kaidah hukum sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.
35

 

3. Bahan Penelitian 

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat, antara lain bersumber dari : 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembar Negara Nomor Nomor 5656, Lemabran Lain Sekretariat Negara 

3 Halaman). 

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4836) 
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4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 37). 

5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 5043, Lembaran Lain Sekretariat Negara 179 

Halaman). 

6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810). 

7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketigak Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6512). 



28 

 

 

 

8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 182). 

9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan hukum primer, dan dapat membantu pemahaman 

dan analisis bahan hukum primer, meliputi : hasil karya para ahli berupa 

buku-buku, hasil penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga ensiklopedia 

hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum 

primer dan sekunder,
36

 yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, 

ensiklopedia, dan juga ensiklopedia hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui studi 

kepustakaan, studi kepustakaan ialah mengumpulkan bahan hukum untuk 
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kajian pustaka atau penelitian kepustakaan meliputi pencarian, pengumpulan, 

dan analisis hasil penelitian, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, peraturan 

perundang-undangan, dan penelusuran situs web yang terkait dengan topik 

penelitian. Setelah terkumpul, bahan hukum tersebut dikaji (editing), diberi 

tanda (coding), disusun (reconstructing), dan diorganisasikan (systematizing) 

sesuai dengan urutan pokok bahasan dan sub pokok bahasan.
37

 

5. Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan 

metode deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum 

yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau 

suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
38

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini yakni secara 

deduktif, yaitu penalaran mendasar terhadap hal-hal yang bersifat umum 

dalam pemecahan masalah dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus 

sesuai dengan inti permasalahan tersebut. 
39

 Dalam hal ini peneliti membahas 

secara khusus mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap 
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demokrasi terkhususnya di Indonesia dari dua sistem pemilihan umum 

proporsional, yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Maka 

peneliti berfokus pada inti permasalahan yang diteliti agar pembahasan dapat 

berjalan secara utuh dan tidak melenceng dari permasalahan pokok yang 

diteliti agar tidak meluasnya pembahasan masalah. 

 

 

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dengan rincian sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I pendahuluan merupakan latar belakang yang menjadi dasar 

dari penelitian ini yang menghasilkan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. 

Dilanjutkan dengan ruang lingkup, kerangka teori, penelitian, dan diakhiri 

dengan sistematika penulisan yang baik dan benar. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada Bab II tinjauan pustaka merupakan penjabaran mengenai gambaran 

umum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan Demokrasi, Demokrasi 

Pancasila, Sistem Pemilu, berserta pengertian dari yang telah disebutkan. 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada Bab III analisis pembahasan merupakan lanjutan dari tinjauan 

pustaka dalam menganalisis hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah 

mengenai apa Saja kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan umum 

proporsional terbuka dant tertutup dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di 

Indonesia. Serta bagaimana dampak sistem pemilihan umum proporsional 

terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. 

BAB IV PENUTUP 

Pada Bab IV Penutup merupakan  bagian dari penutupan yang berisi 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi yang berjudul ”Dampak 

Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup terhadap 

Demokrasi di Indonesia”. 
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